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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUS AN
BUPATI KEPALA DAFRAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 023 TAHUN 1988 ‘
TENTANG
EMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS RADAN PRABANTU PENYE

ENGGARAAN PENDIDIKAN SMA NEGERI KERTOSCNO UNTUK

MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYAWALI MU~
RID TAHUN 1988.

1
Le

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan péndidikan dan
ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumya khususnya

SMA Negeri Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang
memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisi
pasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pen
bantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).

Bahwa'Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan
SMA Negeri Kertosono telsgh mengadaken pertemuan dengan pa
ra wali Anggotanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendi -
,dikan pada tanggal, 2 Agustus 1937 yang dihadiri oleh se-
mua‘Anggota Badan Pembantu Penyelenggarasn Pendidikan be-
berapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sara
na program pendidikan antara lain ¢

a. Sumbangan dana wali murid non fisik= Rp. 12.510.000,-
b. Pembangunan WC Kamar mandi dan

Tempat Kencing murid = Rp. 10.360.000,=

Jumlah ..coocoveeeeeseses. ’ = Rp. 22.870.000,-
yang diperkirakan kesemuanya ini menelan biaya keseluruh-
annya sebesar Rp. 22.870.000,- (dua puluh dua juta dela =

pan patys tujuh puluh ribu rupish).

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak kebe

ratan untuk memberikan ijin kepada pengurus badan pemban-
tu penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri Kertosono umtuk
menghimpun sumbangan‘dari para wali murid sepanjang usaha
tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pen=

didikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
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Undang~Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok=Pokok
Pemerintahan di Daerah. "
Undang-Undang Nomor ¢ 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan

Uang dan Barang.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Ta-

hun 1960 tentang Pelaksanasn Pengumpulan Sumbangan.
Surat edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik -
Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomeor : POUD/17/2/-.
13/1978 dan Nomor & 8306/MRK/1978 tentan% Penegasan ma
sa sumbangan dari oramg tua murid. :
Surat edaran Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur =
tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/1.04/2.2./B.18-198/ -
tentang Pungutan pada sekolah negeri.

Surat Rekomendasi dari Kantor Departemen Dikbud Kabupa
ten Dati IT Nganjuk tanggal, 5 Nopember 1987 Nomor ¢
2464/104.22/B - 1987.

MEMUTUSEAR

KEPUTUSAN BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT NGANJUK TENTANG -
PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA
RAAN PENDIDIKAN SMA NEGERI KERTOSON® UNTUK MENGHIMPUN SUM
BANGAN DART PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelengga-

raan Pendidikan SMA Negeri Kertosono untuk menghimpun -

sumbangen dari para anggota well murid dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut @

Qe

Tidak diperkenankan menentukan sumbangan menimum dan
maksimum atau sumbangan secara tetap.

Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa te-
kanan ataﬁ paksaan.

Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid
atau kenaikan klas dan sebagainya.

Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak =
resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid
atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
Sumbangan &ilakukan;dengan persetujuan yang jelas dan
penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit -
dan berencana, perlu dipertanggungjawabken kepada ra-
pag"ﬁnggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan
SMA Negeri Kertosono.

Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan
yeng dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyeleng-
garaan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunskan -
perscnil sekolah atau murid.
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Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA
Negeri Kertosono sebagaimana dictum pertama dalam waktu 3 (t;
ga) bulan setelsh menerima ijin ini secara tertulis harus me-
laporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan
tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3 ‘

Pemegang ijin sumbangan tersebut dictum pertama wajib
mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gu
nakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain meleng
kapi sarana pendidikan SMA Neéeri Kertosono.

Pa35§ 4

Bupati Kepala Daersh Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu
dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari pengurus ba-
dan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP.3) serta pengguna
an pengumpulan sumbangan SMA Negeri Kertosono.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal di-

tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

NGANJ UK.
1988.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Dikbud Peopinsi Jawa Timur di Su
rabaya.

Pembantu Gubernur di Kediri.

Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati -

II Nganjuk.

Ketua DPRD Kabupaten Dati II -

Nganjuk.

Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Dati IT Nganjuk.

Kepala Kantor Departemen Dikbud.
Kabupaten Dati II Nganjuk.

Kepala Irwilkab Dati IT Nganjuk.
Pembantu Bupati di Kertosono.
Camat Kertosono.

Kepala Sekolah SMA Negeri Kerto-

sono .

Ketua BP.3 SMA Negeri/Kertosono.’

Kepala Bagian/Dinas dilingkungan :
Setwiida Tinokat TT Neaniuk.



